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LAPORAN SINGKAT
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(BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
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Tahun Sidang - 2019-2020

Masa Persidangan : IV

Rapat Ke- 7

Jenis Rapat - Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat
Sifat Rapat . Terbuka

Hari/Tanggal - Rabu, 24 Juni 2020

Waktu - Pukul 13.00 WIB s.d Selesai

Tempat - Ruang Rapat Komisi |l DPR RI (KK 1)

Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta

Acara - Penjelasan Pemerintah terkait Rancangan Undang-

Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020
tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan
Walikota menjadi Undang-Undang

Ketua Rapat - H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung/Ketua Komisi |
DPRRI

Sekretaris Rapat . Dra. Hani Yuliasih, M.Si./Kabag Set Komisi Il DPR RI

Hadir - A. 11 (sebelas) Anggota Komisi Il DPR RI secara

fisik dan 17 (tujuh belas) Anggota Komisi Il
DPR RI secara virtual dari 49 (empat puluh
Sembilan) Anggota Komisi |l DPR RI

B. Menteri Dalam Negeri RI
C. Kepala BPHN Kementerian Hukum dan HAM

PENDAHULUAN

Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Rapat
Kerja/Rapat Dengar Pendapat Komisi Il DPR Rl dengan Menteri Dalam
Negeri dan Kepala BPHN Kementerian Hukum dan HAM, dengan agenda
penjelasan Pemerintah terkait Rancangan Undang-Undang tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,
Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, hari Rabu, 24 Juni 2020,



dibuka pukul 14.30 WIB oleh Ketua Komisi |l DPR RI, H. Ahmad Dol
Kurnia Tandjung dan dinyatakan terbuka unfuk umum.

li. POKOK - POKOK PEMBAHASAN
Pembahasan pada rapat tersebut, sebagai berikut:

1. Menteri Dalam Negeri menyampaikan bahwa berdasarkan ketentuan
Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 bahwa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia, maka Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang perlu
ditetapkan menjadi undang-undang.

5 Menteri Dalam Negeri menyampaikan penjelasan Rancangan
Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.

lIl. CATATAN RAPAT

1. Komisi Il DPR RI mengesahkan jadwal pembahasan RUU tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 1 Tahun
2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati,
dan Walikota menjadi Undang-Undang.

2 Komisi Il DPR RI telah mendengarkan penjelasan Menteri Dalam
Negeri terkait Rancangan Undang-Undang tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupat

dan Walikota menjadi Undang-Undang.

IV. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 15.35 WIB.
Jakarta, 24 Juni 2020
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